
 



KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Pohon Kinerja ini dapat disusun sebagai 

bagian dari upaya penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja perangkat 

daerah. Penyusunan Pohon Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas hubungan 

logis antara tujuan, sasaran (outcome), output, hingga kegiatan dan 

subkegiatan yang dilaksanakan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki 

keterkaitan yang jelas terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dengan adanya 

Pohon Kinerja, diharapkan perencanaan menjadi lebih terarah, terukur, dan 

selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Pohon kinerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis 

perangkat daerah, termasuk dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan, 

inovasi daerah, serta penguatan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, kami 

berharap Pohon Kinerja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi perangkat daerah serta mendorong terwujudnya kinerja yang efektif, 

efisien, dan akuntabel. 
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POHON KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 
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 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pohon kinerja adalah alat bantu bagi 

organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi 

yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. 

Penyusunan Pohon Kinerja ini merupakan bagian dari upaya BAPPERIDA untuk 

memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teoritis konsep pohon kinerja 

mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu 

pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis 

proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang 

diinginkan. Dalam Menyusun pohon kinerja, yang diperlu dilakukan oleh 

instansi pemerintah adalah mengubah alur pikir logis dari sebuah skema model 

logis, yang awalnya dimulai dari input berakhir pada outcome menjadi dari 

outcome yang diinginkan dan berakhir pada input seperti terlihat pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 1. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome 

        

Gambar 2. Skema Pohon Kinerja 

 

Sumber : Peraturan Menpan RB No. 89 Tahun 2021 
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 Bapperida memiliki 3 (tiga) pohon kinerja yang disusun berdasarkan 

permasalahan yang diangkat kedalam isu strategis untuk memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai hubungan logis antara kebijakan, 

strategi, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, serta 

memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD, 

Renstra PD, dan RKPD) dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selain 

itu, penyusunan Pohon Kinerja ini juga menjadi instrumen penting dalam 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-

based management). Pohon kinerja ini berfungsi sebagai alat bantu dalam 

memetakan keterkaitan antara tujuan, sasaran, faktor keberhasilan kritis 

(Critical Success Factors/CSF), indikator kinerja utama (IKU), serta kondisi yang 

diperlukan guna memastikan setiap hasil yang diharapkan dapat dicapai secara 

efektif dan terukur.  
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MENINGKATNYA PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS 

DAN AKUNTABEL

IK : Indeks Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

PENGUATAN KOORDINASI  DAN KOLABORASI 
LINTAS SEKTOR

IK :  Persentase Perangkat Daerah Atau Mitra 
Pembangunan Yang Terlibat Aktif Dalam 

Forum Koordinasi Lintas Sektor

MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DENGAN 
PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT  UNTUK KESELARASAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

IK :  Jumlah Notulen Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan

TERSELENGGARANYA FORUM KOORDINASI 
PERENCANAAN DAERAH–PROVINSI–PUSAT

Ik :  Jumlah Forum Koordinasi/Sinkronisasi 
Yang Dilaksanakan

TERLAKSANANYA KOORDINASI  DAN 
HARMONISASI DENGAN PROVINSI DAN 

PUSAT

IK  : Jumlah Partisipasi Stakeholder Dalam 
Forum Perencanaan

KAPASITAS DAN KUALITAS SDM PERENCANA 
YANG KOMPETEN DAN MUMPUNI

IK :  Persentase SDM Perencana Yang 
Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Jabatan 

Fungsional Perencana

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR 
PERENCANA MELALUI PELATIHAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

IK : Persentase Aparatur Perencana Yang 
Meningkat Kompetensinya Setelah Pelatihan

TERSELENGGARANYA PROGRAM 
PENINGKATAN KAPASITAS  PERENCANA 

SECARA BERKELANJUTAN

IK : Jumlah Kegiatan Pelatihan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan

TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS 
PERENCANAAN

IK : Jumlah Perencana Yang Mengikuti Bimtek 
Perencanaan

MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
YANG TERSTRUKTUR DAN BERBASIS KINERJA

IK :  Jumlah SOP Pengendalian dan Evaluasi 
Kinerja Pembangunan Daerah 

MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAPORAN 
KESELARASAN  PERENCANAAN 

IK :  Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi 
Evaluasi Oleh Perangkat Daerah

PENINGKATAN AKURASI DAN KETERPADUAN 
DATA PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

PEMBANGUNAN

IK :  Persentase Data dan Laporan Capaian 
Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi.

TERSUSUNNYA DOKUMEN PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

IK :  Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

REVIEW KONSISTENSI ANTARA RENSTRA PD, 
RPJMD, DAN RPJMN SECARA BERKALA

IK : Jumlah berita acara review dokumen 
perencanaan

TERSELENGGARANYA FORUM KOORDINASI 
REVIEW KESELARASAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH

IK : Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah 
Menyesuaikan Renstra Dengan RPJMD dan 

RPJMN Hasil Review

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DATA 
DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN 

DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

IK :  Jumlah Data dalam Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah yang Dikelola

KOMITMEN PIMPINAN DAERAH DALAM 
MENJADIKAN RPJMD SEBAGAI ACUAN 

UTAMA  PEMBANGUNAN DAERAH

IK : Persentase program dan kegiatan 
perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD

TERBITNYA KEBIJAKAN ATAU INSTRUKSI 
KEPALA DAERAH TENTANG RPJMD SEBAGAI 

ACUAN UTAMA

IK :  Jumlah kebijakan  acuan perencanaan

MENINGKATNYA KESELARASAN ARAH DAN 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

YANG BERPEDOMAN PADA RPJMD.

IK : Jumlah dokumen perangkat daerah yang 
sesuai dengan acuan utama

TERLAKSANANYA SOSIALISASI INSTRUKSI 
KEPALA DAERAH SEBAGAI ACUAN UTAMA

IK : Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti 
sosialisasi 
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MENINGKATNYA RISET UNTUK KEBIJAKAN 
DAERAH 

IK : Persentase kajian daerah yang 
termanfaatkan untuk kebijakan daerah

KETERSEDIAAN DATA DAN HASIL RISET YANG 
RELEVAN DAN TERINTEGRASI

IK : Persentase hasil kajian yang terintegrasi

TERSEDIANYA DATABASE RISET DAERAH YANG 
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PERENCANAAN 

DAERAH.

IK :  Persentase data riset yang telah terinput ke 
dalam sistem perencanaan daerah. 

PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI 
DATA RISET  DAERAH

IK :  Jumlah data riset daerah yang 
terverifikasi

INVENTARISASI DATA  YANG SESUAI 
KEBUTUHAN RISET

IK :  Jumlah data riset yang sesuai

DAFTAR HASIL KAJIAN/RISET TEMATIK YANG 
MENDUKUNG PERUMUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS 

DAERAH

IK : Jumlah dokumen daftar hasil kajian/riset 
tematik prioritas daerah

DISEMINASI DAN VALIDASI HASIL 
KAJIAN TEMATIK

IK : Jumlah kegiatan 
diseminasi/validasi hasil kajian yang 

dilaksanakan

PELAKSANAAN FORUM DISEMINASI 
HASIL KAJIAN 

IK :  Jumlah tahapan diseminasi dan 
validasi yang diselesaikan

MENINGKATNYA KOLABORASI RISET ANTARA 
PEMERINTAH DAERAH, PERGURUAN TINGGI, DAN 

LEMBAGA RISET

IK :  Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi atau 
lembaga riset

MENINGKATNYA RISET DAERAH  YANG 
TERLAKSANA

IK  : Jumlah  riset yang difasilitasi perguruan tinggi 
atau lembaga riset

TERLAKSANANYA KAJIAN DAERAH 
DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN 

LEMBAGA RISET

IK  :  Jumlah Kajian yang 
dilaksanakan

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN RISET

IK :  Jumlah data riset yang di 
inventarisasi

MENINGKATNYA KEBIJAKAN ATAU REGULASI 
DAERAH YANG MENDUKUNG INTEGRASI RISET

IK : Persentase kebijakan daerah yang berbasis 
hasil riset

TERSUSUNNYA REGULASI ATAU KEBIJAKAN 
DAERAH TENTANG INTEGRASI RISET

IK : Jumlah regulasi  integrasi riset yang 
diterbitkan

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
KEBUTUHAN REGULASI

IK : Jumlah analisis kebutuhan 
regulasi yang dilakukan

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK / 
DRAFT REKOMENDASI REGULASI 

BERBASIS RISET

IK : Jumlah naskah akademik atau 
draft rekomendasi regulasi yang 

disusun
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Peningkatan Inovasi daerah yang berkualitas 
dan berkelanjutan

IK : Indeks Inovasi Daerah

MENGUATNYA EKOSISTEM DAN TATA KELOLA 
INOVASI DAERAH

IK : Tersedianya regulasi/roadmap inovasi 
daerah

TERSEDIANYA REGULASI DAN PEDOMAN 
INOVASI DAERAH

IK : Jumlah regulasi/pedoman inovasi daerah 
yang ditetapkan

PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI INOVASI 
DAERAH

IK :  Jumlah rancangan regulasi inovasi yang 
disusun

FASILITASI PENYUSUNAN DAN HARMONISASI 
REGULASI INOVASI DAERAH

IK :  Jumlah naskah akademik/draft regulasi yang 
difasilitasi

MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAMPAK 
INOVASI DAERAH TERHADAP LAYANAN PUBLIK

IK : Persentase inovasi selaras dengan prioritas 
pembangunan daerah

TERLAKSANANYA INOVASI DAERAH YANG 
BERKUALITAS

IK : Jumlah inovasi daerah yang 
diimplementasikan

IDENTIFIKASI DAN SELEKSI INOVASI PRIORITAS 
DAERAH

IK :  Jumlah inovasi prioritas yang teridentifikasi

PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI 
INOVASI PERANGKAT DAERAH

IK :  Jumlah berita acara hasil seleksi inovasi

MENINGKATNYA KEBERLANJUTAN DAN 
REPLIKASI INOVASI DAERAH

IK : Jumlah inovasi yang 
direplikasi/dikembangkan lebih lanjut

TERINTEGRASINYA INOVASI DALAM 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

IK : Jumlah inovasi yang 
direplikasi/dikembangkan lebih lanjut yang 

diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan 
dan penganggaran

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN INOVASI 
PRIORITAS

IK : Jumlah Inovasi yang diprioritaskan

TERLAKSANANYA PROSES INTEGRASI INOVASI 
KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN DAERAH

IK : Persentase tahapan integrasi inovasi yang 
dilaksanakan

MENINGKATNYA KOLABORASI DAN KAPASITAS 
SDM INOVASI

IK : Jumlah kerja sama inovasi

TERLAKSANANYA KOLABORASI DAN 
PENGEMBANGAN KAPASITAS INOVASI 

IK : Jumlah kegiatan kolaborasi/pelatihan inovasi

PELAKSANAAN PELATIHAN/WORKSHOP 
PENGEMBANGAN INOVASI 

IK :  Jumlah pelatihan/workshop inovasi yang 
dilaksanakan

PENYELENGGARAAN PELATIHAN/WORKSHOP 
INOVASI

IK :  Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan


